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Sumber lain 
 

Wawancara dengan Ibu Pingky selaku Anggota Pengawasan Ketenagakerjaan dari 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. 

 

Wawancara dengan Bapak Budiono selaku Bagian Umum di PT Karya Perwita. 

 

Wawancara degan Ibu Susanti selaku Bagian Administrasi di PT Sukses Mandiri 

Utama. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


